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Riset Komoditas Tak Berjalan

Industri Harus Impor Bahan Antara meski Bahan Baku dari Indonesia

JAKARTA, KOMPAS —
Riset mengenai manfaat
beberapa komoditas
yang mulai hilang tidak
berkembang di dalam
negeri. Akibatnya,
komoditas itu tidak
diketahui nilai
ekonominya. Bisnis
komoditas itu malah
dijalankan oleh

perusihaan di luar
negeri. Komoditas itu
diekspor dan haru
diimpor lagi ketika
menjadi hahan antara,

Presiden Direktwr PT Mustika
Halu Thk Putri K Wardani
mengatakan, hangak bahan baku
Kosmetika berasal dari tavatan
di Indonesia, lelapi pengolah-
annys menjaci bshan penolang
terjadi di lnar negeri, Setelah itu,
pengusaha baru mengimpor dari
heberapa negara.

Sejumlah petani di Sumatera
Ul Su Taral, da be-
Terapa dacrah lainnya, kelika di
temui pekan laln dan Senin
(24/3), mengatakan, mereka ti-
ik pernuh mengelahui peng-
gunaan komnditas pinang, ke-
menyan, gabin, pala, e
dan komoditas luinny;
hanya mengetahui komod
dijual ke pengepul dan ke
Daru dickspor ke Singapura dan

ian,  menurut

eciira bertahiap sudahy

mulai berlambah behen beku
dan bzhan pendukung, Iokal se-
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Peneliti genetika tanaman ka
pur di Balai Penelitian Pengem-
bangan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (BPZLHK) di Ack
Nauli, Sipangan Bolon, §
Cut Rizlani Khullbrm.\
pihaknya telah me-
an itu dan berharap
njut.
nyak sekali material di da-
lam tanaman itu yang harus di
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Menurut Kepala Bidang Pro-
duksi Dinas Perkebunan Suma-
tera Sclatan Benyamin, saal ini
bantuan untuk pengembangan
tanaman pinang memang tidak
i an dalam  anggaran,
Terakhir, bantuan bibit pinang
pernah diberikan pada 2012 di
Kabupaten Ogan Komering Uln
v.lmmk 10000 l>1h|t

Sumatera Utara
Olopan Sihombing mengatakan,
scjak 2010 tidak ada lagt ang-
garan untuk mengembangkan ta-
naman kemenyan, Pemerintah

matera Utara
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Sementara ity, menurut Ke-
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khusus, angearan kon-
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RISET KOMODITAS TAK
BERJALAN

Riset mengenai manfaat
beberapa komoditas yang mulai
hilang tidak berkembang di
dalam negeri. Akibatnya,
komoditas itu tidak diketahui
nilai ekonominya. Bisnis
komoditas itu malah dijalankan
oleh perusahaan di luar negeri.
Komoditas itu diekspor dan
baru diimpor Ilagi ketika
menjadi bahan antara dan
Kendala pengolahan bahan
pendukung produksi tersebut
biasanya disebabkan investasi
awal yang cukup tinggi. Akan
tetapi, rencana Kementerian
Perindustrian memberikan
insentif khusus kepada industri
yang mempunyai tingkat
kandungan dalam negeri 40-50
persen—yang bertahap akan
terus dinaikkan—sangat baik
dalam memaksa industri untuk
terus mencari bahan substitusi
impor. Untuk itu diperlukan
riset yang memadai

Hashtag Berita
#StabilitasHargaPanganNasional
#BadanUrusanLogistik
#OperasiPasar
#KementerianPerdagangan
#PertumbuhanEkonomiNasional
#DayaBeliMasyarakat
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Rasio Utang Pemerintah Nai

Menkeu: Ekspansi Pemerintah Dibutuhkan

JAKARTA, KOMPAS

Akumulasi utang

pemerintah pada akhir 2016 akan membengkak.
Pada 2015, nilai utang itu sckitar 26,8 persen dari
produk domestik bruto. Pada akhir tahun ini,
Kementerian Keuangan memproyeksikan nilainya
menjadi 27 persen dari produk domestik bruto.

Dalam statistik yang diterbit-
kan Bank Indonesia, rasio tolal
utang luar negeri Indenesia ter-
hadap produk domestik bruto
(PDRB) pada triwulan [-2016 se-
besar 3647 persen. Total utang
luar negeri tersebut terdiri dari
utang pemerintal dan bank sen-
tral serta swasta.

Menteri Keuangan Bambang
PS Brodjonegoro dalam rapal
leerja dengan Komisi X1 DPR di
Jukarta, Senin (23/5), menyam-
paikan, anggaran pemerintah
periu ckspansif’ untuk mendo
rong  pertumbuhan  ekonomi.
Oleh karena ilu, ulang ditarik,
terutama untuk membiayai pro-
vek pembangunan,

"Tehun lalu, kita tidak punya
sumber pertumbuban ekonomi,
Harga komoditas jatuh. Ekspor
tumbuh negatif. Konsumsi ma-

syarakat tombuh 5 persen, Tidak
lehih, bahkan terancam berku-
rang. Investasi agak tersendat”
tulur Bambang.

Saat sekror swasta dan rumah
tangga masih  lambat.  Janjut
Bambang, mau tak mau, peme-
rintab berada di depan untuk
mendorong perckonomian, Ca-
ranya melalui pembangiman,

"Jadi, kita memang perlu ang-
garan defisit, hingga kita vakin
ada sumber perlumbuhan sam-
pai ekspor tumbuh positif, in-
vestasi tumbuh kuat, dan kon
sumsi masyarakat tumbuh sta-
bil.” Kata Bambang,

Kendati membengkak, Bam-
bang meyakinkan, utang Peme-
rintah Indonesia masih tergolong
aman dan terkelola baik. Me-
nurut dia, yany luk kalah penting,
utang digunakan untuk kegiatan

POSISI UTANG DAN INDIKATOR UTANG LUAR NEGERI
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produktif, bukan konsumtif,

Berdasarkan Undang-Undang
Nomar 17 Tzhun 2003 tentang
Keuangan Negara, defisit APBN
maksimal 3 persen dari PDB.
Sementara akumulasi ulang pe-
merintah maksimal 60 persen
PDR

Akumulasi utang pemerintsh
per Maret 2016 sebesar Rp
3.263.52 Lriliun. Jumlah ini ter-
diri dari pinjaman Rp 750,16 tri-

2015 2016

Desember Maret
126.119 123.548 129.736 142.659 151.312
126.245 142,561 163.592 167.327 164,673
252364 | 266109 293.328 309.987 315.985
24 2903 3295 | 3598 36,47

liun dan surat berharga negara
(SBN) Rp 251336 triliun. Lima
kreditor besar yang mendomi-
nasi pinjaman luar negeri adalah
Bank Dunia, Pemerintah Jepang,
Bank Pembangunan Asia, Peme-
rintsh Perancis, dan Pemerintsh
Jerman,

Batas aman
Dosen Universitas Alma Jaya
Jakarta, Agustinus Prasetvanto-

INFUCRAFTE: DICRY

ke, menyatakan, secara umum
negara-negara dunia meningkat-
kan rasio utang terhadap PDRE
Indonesia masih konsisten di ba
tas aman kenvensional.
Prasetyantoke  menekankan,
hal paling penting, belanja negara
efisien dan efeldtif serta benar-be-
nar memberikan efek berganda.
Dengan demikian, utang mem-
banlu  meningkatkan  kapasilas
ekonomi domestik, (LAS)

Akumulasi utang pemerintah pada akhir 2016 akan membengkak. Pada 2015, nilai
utang itu sekitar 26,8 persen dari produk domestik bruto. Pada akhir tahun ini,
Kementerian Keuangan memproyeksikan nilainya menjadi 27 persen dari produk
domestik bruto. Dalam statistik yang diterbitkan Bank Indonesia, rasio total utang luar
negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada triwulan I-2016 sebesar
36,47 persen. Total utang luar negeri tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank
sentral serta swasta

Hashtag Berita :
#StabilitasEkonomilndonesia #KementerianKeuangan #MoneterKeuanganNegara
#ProdukDometikBruto #UtangLuarNegeri #APBN #PaketKebijakanEkonomiNasional
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Kemenkeu
Optimistis,
BI Lebih
Konservatif

Dorong Pertumbuhan 0,3 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Keuangan
memasang asumsi optimistis terhadap hasil program
pengampunan pajak. Sebaliknya, Bank Indonesia
lebih konservatif. Hasil yang dimaksud mencakup
nilai repatriasi modal dan penerimaan negara dari
uang tebusan pemohon pengampunan.

Perbedaan pandangan dua
lembaga itu terungkap dalam ra-
pat kerja terbuka di Komisi XI
DPR, Jakarta, Senin (23/5). Rapat
formal perdana yang bersifat tek-
nis Rancangan Undang-Undang
(RUU) tentang Pengampunan
Pajak ini dihadiri Menteri Ke-
uangan Bambang PS Brodjone-
goro dan Gubernur Bank Indo-
nesia Agus DW Martowardojo.
Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi
Partai Golkar Ahmadi Noor Supit
memimpin rapat yang berlang-
sung sekitar tiga jam itu.

Kementerian Keuangan mem-
proyeksikan penerimaan pajak
dari uvang tebusan tahun ini Rp
165 triliun. Adapun repatriasi da-
na yang benar-benar akan masuk
ke sistem keuangan nasional
mencapai Rp 1.000 triliun.

Asumsinya, aset bersih yang
dideklarasikan Rp 3.500 triliun
hingga Rp 4.000 triliun. Asumsi
ini berdasarkan data potensi pa-
jak yang dimiliki Kementerian
Keuangan.

Bambang menyatakan, data itu
diperoleh dari sumber resmi dan
valid. Data menyebutkan, ada
6.519 warga negara Indonesia
yang menempatkan aset setara
Rp 13.300 triliun di luar negeri.

Angka tersebut merupakan da-
ta akumulasi 1995-2015. Dari cek
acak, kata Bambang, umumnya
aset tersebut tidak dilaporkan da-
lam surat pemberitahuan tahun-
an (SPT) pajak.

Adapun BI mengkaji berdasar-
kan dana ilegal yang diterbang-
kan dari dalam negeri ke luar
negeri, hasil penelitan Global Fi-
nancial Integrity (GFI). Mengacu
GFI, ada Rp 3147 triliun dana
ilegal yang terbang ke luar negeri
pada 2003-2015. Dana itu terdiri
dari 60 persen aset hasil peng-
hindaran pajak dan 10 persen
hasil korupsi. Sementara 30 per-
sen lainnya terkait kegiatan nar-
koba, terorisme, dan perdagang-
an manusia.

Dari aspek pidana, RUU ten-
tang Pengampunan Pajak meng-
ampuni pidana pajak. Karena itu,
menurut Agus, hanya sekitar 60
persen dari total aset yang akan
dilaporkan  untuk  mengikuti
program pengampunan pajak.

Dengan demikian, BI mem-
perkirakan tambahan penerima-
an pajak dari uang tebusan untuk
tahun ini Rp 534 triliun atau tak
sampai sepertiga proyeksi Ke-
menterian Keuangan. Repatriasi
modal diperkirakan Rp 560 tri-
liun atau lebih dari separuh pro-
yeksi Kementerian Keuangan,

Terhadap beda asumsi terse-
but, Bambang dan Agus secara
normatif di depan forum me-
nyatakan wajar. Alasannya, basis
asumsi yang digunakan berbeda.

Pertumbuhan

Dari aspek ekonomi makro,
kajian BI menyebutkan, program
pengampunan pajak akan me-
nyumbang pertumbuhan ekono-
mi tahun ini dan tahun depan,
masing-masing 0,3 persen. Sum-
bangan ini terutama dari dana
repatriasi yang memperkuat li-
kuiditas domestik.

Sumbangan terhadap inflasi
juga akan terjadi pada tahun de-
pan, yakni 0.3 persen. Sumbang-
an terhadap pertumbuhan kredit
perbankan 2 persen pada tahun
ini dan 4,2 persen tahun depan.

Dalam acara International
Conference on Tax, Investment
and Business 2016 and 13th Asia
Pacific Tax Forum, di Jakarta,
kemarin, Wakil Presiden Jusuf
Kalla menyampaikan, membica-
rakan pajak sama dengan mem-
bicarakan keseimbangan. Pajak
yang terlalu tinggi akan merusak
suasana investasi. Sementara
pemberlakuan pajak yang terlalu
ringan akan mempersulit negara
membangun infrastruktur dan
perbaikan sarana usaha yang di-
butuhkan untuk menggenjot in-
vestasi. (LAS/NDY)

KEMENKEU OPTIMISTI BI LEBIH
KONSERVATIF

Kementerian Keuangan memasang
asumsi optimistis terhadap hasil
program pengampunan pajak.
Sebaliknya, Bank Indonesia lebih
konservatif. Hasil yang dimaksud
mencakup nilai repatriasi modal dan
penerimaan negara dari uang tebusan
pemohon pengampunan dan
Kementerian Keuangan
memproyeksikan penerimaan pajak
dari uang tebusan tahun ini Rp 165
triliun. Adapun repatriasi dana yang
benar-benar akan masuk ke sistem
keuangan nasional mencapai Rp 1.000
triliun. Asumsinya, aset bersih yang
dideklarasikan Rp 3.500 triliun hingga
Rp 4.000 triliun. Asumsi ini
berdasarkan data potensi pajak yang
dimiliki Kementerian Keuangan

Hashtag Berita :
#KementerianKeuangan
#StabilitasEkonomilndonesia
#BankIndonesia
#PaketKebijakanEkonomiNasional
#EkonomiGlobal
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Krisis Angkatan Kerja Bayangi Rl

Pada 2040, Rl berpotensi
mengalami penuaan generasi
yang bakal memunculkan
risiko fiskal akibat
menurunnya angkatan kerja.

IRene HarTY

NDONESIA tidak boleh lengah meski

saat ini masih menikmati bonus de-

mografi. Tak sampai 25 tahun dari

sekarang, Indonesia akan menghadapi
masalah penuaan penduduk yang berpo-
tensi kuat menyusutkan jumlah penduduk
angkatan kerja.

Bank Dunia menyarankan pemerintah
segera mempersiapkan strategi menghadapi
masalah yang diperkirakan memuncak di
2040 tersebut. Jika antisipasinya terlambat,
amat mungkin pemerintah akan dibom de-
ngan lonjakan anggaran untuk menanggu-
langi kemiskinan akibat penuaan penduduk.

“Risiko terbesar penuaan ialah risiko
fiskal. Jika tidak ada sistem yang diubah,
akan banyak kemiskinan terjadi di usia tua
dan akhirnya pemerintah harus mengeluar-
kan anggaran belanja yang lebih besar,” kata
ekonom utama Bank Dunia Phillip O0’Keefe
pada Laporan Masalah Penuaan di Asia Ti-
mur dan Pasifik di Jakarta, kemarin

Saat ini, penduduk lansia di Indonesia
mencapai 18,78 juta jiwa. Sebanyak 2,8 juta
jiwa di antara mereka dikategorikan miskin.
Untuk membiayai penduduk kategori itu
dan mencegah kemiskinan berkelanjutan,
Kementerian Sosial memerlukan anggaran
Rp6,72 triliun per tahun.

Phillip memaparkan strategi yang bisa
dilakukan untuk mengantisipasi kondisi itu
ialah pembenahan sistem pensiun. Selain itu,
perlu dicermati pula banyaknya usia senja
yang bekerja di sektor informal yang memer-
lukan jaminan sosial terutama kesehatan.

Senada dengan Phllip, ahli kependuduk-
an dari Universitas Indonesia Prijono
Tjiptoherijanto mengungkapkan sistem
penghitungan dana pensiun mesti diubah.

Menurutnya, pensiun berdasarkan benefit
atau manfaat yang dapat menyebabkan
uang negara habis diubah skemanya men-
jadi berdasarkan kontribusi atau dari pajak
yang sudah diberikan.

Namun, ia tak terlalu yakin pemerintah
sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk
menghadapi kemungkinan-kemungkinan
buruk yang bakal muncul. “Pemerintah ini
siap enggak hadapi, ada enggak pemerintah
siapkan program kerja apa saja,” tuturnya.

Ekonom CSIS Djisman Simandjuntak
menyebut perlindungan tenaga kerja
nonformal yang sekitar 70% dari seluruh
tenaga kerja diperlukan untuk mengatasi
akibat dari setopnya bonus demografi yang
berimbas pada kemiskinan.

Akan tetapi, ia lebih menyoroti pentingnya
teknologi untuk dimanfaatkan lebih maksi-
mal, “Kita bergerak ke masyarakat granular.
Teknologi akan memungkinkan bertindak
lebih ekonomi saat ada implikasi penuaan.”

Inefisiensi anggaran
Di tempat lain, Direktur Eksekutif IDEAS

Yusuf Wibisono menyebut kemiskinan yang
terjadi di Indonesia lebih disebabkan ine-
fisiensi dan stagnasi dari postur anggaran
pemerintah. “Anggaran mesti fokus untuk
mengatasi kesenjangan, bukan diprioritas-
kan untuk meningkatkan belanja birokrasi,”
ungkapnya saat peluncuran buku Indonesia
Pro Poor Budget Review 2016 di Gedung
Dewan Pers, Jakarta, kemarin.

Solusi yang ditawarkan Yusuf lebih di-
fokuskan pada penciptaan lapangan kerja,
bukan dengan transfer pendapatan atau
bantuan langsung tunai yang tidak mencip-
takan ekonomi inklusif.

Anggota DPR RI Komisi VIII Ledia Hani-
fah Amaliah mengatakan penanggulangan
kemiskinan harus didukung kebijakan
anggaran untuk kemandirian, kebijakan
proteksi UMKM, serta kepekaan dan kepe-
dulian birokrasi. “Selain itu, masyarakat
miskin perlu meningkatkan kemampuan
literasi dan akses bank sebagai transaksi
ekonomi,” tuturnya. (Ant/E-1)

irene@mediaindonesia.com

Indonesia tidak boleh lengah meski saat ini masih menikmati bonus demografi. Tak
sampai 25 tahun dari sekarang, Indonesia akan menghadapi masalah penuaan
penduduk yang berpotensi kuat menyusutkan jumlah penduduk angkatan kerja. Bank
Dunia menyarankan pemerintah segera mempersiapkan strategi menghadapi masalah
yvyang diperkirakan memuncak di 2040 tersebut. Jika antisipasinya terlambat, amat
mungkin pemerintah akan dibom dengan lonjakan anggaran untuk menanggulangi
kemiskinan akibat penuaan penduduk. Kemudian Pada 2040, RI berpotensi mengalami
penuaan generasi yang bakal memunculkan risiko fiskal akibat menurunnya angkatan
kerja
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SBN Seri Khusus
Siap Kunci
Dana Repatriasi

PEMERINTAH menylapkan instrumen
obligasi khusus untuk mengunci dana re-
patriasi pengampunan pajak. Penerbitan
surat berharga negara (SBN) seri khusus
berjangka wakru panjang dislapkan secara
spesifik untuk menampung aset repatriasi
hingga Rp100 triliun.

“Ya sementara ini Rp100 triliun khu-
sus untuk SBN,” ujar Menteri Keuangan
Bambang Brodjonegoro seusai menghadiri
13th Annual Asia-Pacific Tax Forum: Inter-
national Conference on Tax, Investment,
and Business di Kementerian Keuangan,
kemarin.

Menurutnya, pemerintah bersama Bank
Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
masth memfinalisasi sejumlah instru-
men yang nantinya akan dipakai untuk
merepatriasi aset pengampunan pajak.
“Mekanismenya nanti juga melibatkan

perbankan,” ujar Bambang,

—_— Perbankan
i i dilibatkan se-
bi sarppmg SB bab di samping
adainstumen BN, ada instru-
Lain untuk men lain untuk
menyerap dana menyerap dana
pengampunan

pengammnan pajak.
pajak. “Bank itu

yang menjadi
pintu masuknya, dia yang nanti kem-
bangkan apakah itu ke saham, SBN, apa
instrumen lain. Jadi, bank sebagai pintu
masuknya, di samping instrumen banknya
sendiri. Mereka (yang mengajukan peng-
ampunan pajak) cuma tinggal bayar uang
tebus,” kata dia.

Pada kesempatan terpisah, Direktur
Strategis dan Portfolio Utang Kementerian
Keuangan Schnelder Siahaan mengatakan
pemerintah menylapkan SBN seri khusus
yang memisahkan dana repatriasi dengan
dana sumber investor lain. “Prinsipnya,
kita buatkan satu pot khusus untuk me-
nandai uang hasil repatriasi tax amnesty
supaya dana itu bisa dicatat,” ujar dia.

la bahkan mengatakan pemerintah
mengantisipasi SBN seri khusus itu mam-
pu menyerap sampai Rp200 triliun dana
repatriasi. “Kalau melebihl i, sisanya
lewat instrumen lain, gate lain.”

Pelaku pasar modal menyambut baik
potensi dana repatriasi pajak dari tax am-
nesty. “Tentu ada peluang bagi pasar modal
karena sebagian masuk ke perbankan, sek-
tor rill, dan pasar modal,” ungkap Direktur
Emco Asset Management Hans Kwee.

Menurutnya, ada beberapa produk yang
potensial menyerap dana itu, umpama
reksa dana pendapatan tetap yang memi-
liki insentif pajak. Hans mengatakan pajak
reksa dana tersebut hanya 5% berbeda de-
ngan produk lain sepert investasi langsung
yang memiliki pajak 15%. (Jay/Ire/E-2)

SBN SERI KHUSUS SIAP KUNCI
DANA REPATRIASI

Pemerintah menyiapkan
instrumen obligasi khusus
untuk mengunci dana

repatriasi pengampunan pajak.

Penerbitan surat berharga
negara (SBN) seri khusus
berjangka waktu panjang

disiapkan secara spesifik untuk
menampung aset repatriasi
hingga Rp 100 triliun. Di
samping SBN, ada instrumen
lain untuk menyerap dana
pengampunan pajak
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